Menimbang

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1838 tenlang Telekomunikas:
{Lembaran Negara Republk ndonesia Tahun 1998 Nomor - 154,

MENTER! KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA
REPUBL K INDONESIA

NOMOR ; SC/PERIM KOMINFOM /2009
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA
D BIDANG KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA DALAM RANGKA PELAKSANAAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU {PTSP) Di BHDANG PENANAMAN MODAL
KREPADA KEPALA BADAN KOORDINASE PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER) KOMUNIKASE DAN INFORMBATIKA

gan Telekomunikas: Nomaor KM 2 U/HK 10328482088

L. bahwa dengan adanya persbahan organisas: Kemoenterian Negara
Repubik indonesia dan Kelembagaan Pemerintah Non Departemen
sena diundangkannya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 teniang
Penanaman Modal dan Perasturan Presiden Momor, 27 Tabun 2009
entang Pelavanan Terpadu Satu Fintu di Bidang Penanaman Modal,
Keputusan Menleri Panwisala, Pos dan Teigkomunikasi sebagaimana

dimaksud dalam huraf a sudah lidak sesuad kg

¢. bahwa berdasarkan pertmbangarn sebagaimana dimaksud daiam huruf
a dan hurd b serla untuk melaksanakan keleniuan Fasat 24 avat {4
Undang-Undang Nomeaor @ 28 Tahun 2007 fentang Penanaman Modal
dar Pasal 7 avat (2) dan ayat {3) Peraturan Presiden Nomor - 27 Tahun
2009 teniang Pelavanan Terpadu Saiu FPintu ¢ Bidang Komunikasi dan

informatika, perie difetapkan  Peraturan Menten  Komuokasi

informatixa tentang Pendelegasian Kewsnangan Femberian [zin Usaha
di fhdang Komurgkas: dap informalka datam Rangka Peranaman

Modal kepada Kepafa Badan Koouhinas Penanaman Modat

Tambahan Lembaran Negara Hepubik Indonesiz Nomor 0 38814

a. babhwa Menter Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi telah melimpankan
kewengngan pemienan ein usaha o bidang panwisata. pos dan
ipiekomurnikasi dalam rangka penanaman moedal kepada Ketua Badan
Koordinasi  Penanaman  Modal  berdasarkan Kepuiusen  Menten
Pariwisata, Pos dan Telexomunikase Nomor KM 7/PT 003PPT-B3
sebagaimana telah diubab dengan Keputusan Mender Pariwisala, Pos
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 lenang Penyiaran {Lembaran
Negara Republix Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indones:a Nomor : 42527,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang Pemenntahan Daerah
{Lembaran Negara Republix indonesia Tahun 2004 Nommor 125,
Tambahars Lembaran Negara Hepubik Bdonessa Nomar 4437)
sabagammana telah dwbhah terakbly dengan Undang-Undang Nomar 12
Tahun 2608 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerinlahan  Daerah  {Lembaran  Negara
Republik indenesia Tahun 2008 Nomor - 88 Tambahan Lembaran
Negara Republix indonesia Nomor © 4844

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 teniang Penanaman Modal
(lLembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2807 Nomor - 57,
Tambahan Lembaran Negara Republk indonesia Nomar | 4724);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pos (Lembaran
Negara Repubbk Indonesia Tahun 2009 Nomor @ 146, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Normor - 5065);

Peraturan Permerintah Nomor 52 Tahun 2000 tenlang Penyelenggaraan
Telekomunikas: {Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan
Lermbaran Negara Nomor 3880);

Peraturan Femennlah Nomaor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbil Satellt (Lembaran Negara
Repubhx Indonesmz Tahun 2000 Nomor - 108, Tambahan Lembaran
Megara Repubik ndonesia Nomor - 39871

Feraturan Pemenndalh Nomor 38 Tahun 2007 leatang Pembagan
Lrusan Pomerintahan antara Pomerintab, Pamensdabhan Dasrah
Fravinst dan Pamanntahan Jaerah Kabupaten/Kola {Lembaran Negara
Hepublik indonesia Tahun 2007 Nomore o B2, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomaor - 4737

Peraturan Presiden Republik indonesiz Normor 77 Tahun 2007 fentang
Daftar Bidang Usaha yang Teriulup dan Bidang Usaha yang Terbuka
dengan Persvaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah
gibah Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 111 Tahun 2067

Peraturan Fresiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tentang
Badan Koorinasi Penanaman Modal

Peraturan Presiden Repubik indonesia Nornor 27 Tahun 2009 fentang

Pelayanan Terpadu Satu Pinle & Budang Penanaman Maodal,

Peraturan Presiden Republk Indonesiz Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Oiganisasi Kementanan Negara,

Peraturan Merten KoK as gan idormatika Momaor
25PN Kormnio/7 /2008 fentang Organisasi dan Tala Kerja Depardemen
Komunikas dan [aformatka,




Menetapkan

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN MENTER! KOMUNIKAS!E DAN INFORMATIKA TENTANG
PENDELEGASIAN  KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA
BIDANG HKOMUNIKASE DAN INFORMATHKA DALAM  RANGKA
PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG
PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANABRAN MODBAL

Fisat

(1) Moendelegasikan  Kewenangan  pemberian izin usgha di bidang
komunikas dan mformatika yang menadi kewenangan Pemerintah
dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal.

(2) Kewenangan  Pemerniah  dalam  rangka penanaman modat
sebagammana dimaksud pada ayat {1} melipudic

#. penanarman modal yang terkait pada fungsi pemersalu dan
pengiiubung antar wilayvah atad reang ingkupnya intas proving,

b. pernanaman modal yang ferkad pada  pelaksanzan  strategi
periahanan dan keamanan nasional,

¢ penanaman modal asing dan penanam maodal yang menggunakan
modal asing. vang berasal dan pemenntah negara lain, yang
ghckasarkan perjangan yang dinuat oleh Pemenntah dan pemerntah
nagara laimn.

d  penanaman modai asing. yang dilakukan oleh warga negara asing
slay bhadan usaha asmng: dan

e bidang penanaman modal [an yang menjade urusan Pemeriniah
menudrul undang-undang

{3) Pendelegasian kewenangan sebagamana dimaksud pade ayal (B
lerbatas  pada pemberian win usaha  lerkad  penanaman modal
sedanghkan  Xewsnangsn  pembanan 2o penyelengoaraan untuk
masing-masing jenis usaha di dang komunikas: dan informatika letap
menjadit kewenangan Mentern vang membidang urusan kormunikast dan
mformatika sesua: ketentuan perundang-undangan.

{4} Usaha o betang xomurskas) dan siformatika yang menjad: kewenangan
Femannizh datam sangka penanaman modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) iercantum dalam Lamgiran Peraiuoran Menteri ins

Fasal ¢

Kewsnangan pamberan 20 usaha sehagaimana dimaksud dalam Pasal 1
diaksanaxan umntuk dan atas nama Menlen yang membadangi wrusan
wormunikasi dan informatika sesual ketaniuan perundang-undangan.

Fasal 3

Kepala Badan Keoudinas: Penanaman Modal dalarm rangka melaksanakan
xetentuan Pasal 1 dan Pasal 2 berpedoman pada Daftar Bidang Usaha
vang Teriidun dan Bidang Usaha vang Terbuka Dengan Parsyaratan ¢
Bidang Penanaman Modal sera Tata Cars Penzman vang dikeluarkan
oleh Menter yang mamindang urusan komurskas: dan informatika sesuat
xelentuan perundang-undangarn.




Pasat 4

Koepala ndan Koordmas Penaraeman Modal dalam rangha melaksanakan
xetonioan Pasal 1, Pasal 2 dan Pazsal 3, wanh

a0 menyampakan jombusan zin usaha yang dikeluarkan kepada Mentorn
vang membidang urusan komunikash dan informalika sesual kelenluan
perundang-undangar,

noomenyampakan laporan sekwrang-kurangnya  sekal dalam selabam
epada Menjon yang membidang wesan komunikasi dan informaika
sesua Keleniuan perundang- undangan

Fasal b

(1) Dengan diberdakukannya Perpioian Menlen i, maka seiundd kelenican
terkat poendclogasan kewenangan pombonan azin wsaha & buding
kevmuridkas: dan nlormalika dadars rangka penanaman modal kepada
Kopaia Badan Koordinas) Penanaman Modat deabud dan dinyatakan
tHidak beriaks

{2} kzin usaha yang telah dikeluarkan sebolum diberfalukannys Perajenn
Merderi i, dinyatakan elap berdaku sampa dengan berakhemya masa
berlaku w2 tersebol,

Paszai G

Peratizran Menier int muias berlaky pada tanggal ditetapkan

Ditelapkan & ; Jakarla
Padatanggal 23 Desember 2609




LANPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKAS!
DAN INEORMATIKA REPUBLIK INDONESHA
NOMOR ;50 IPERMKOMINFQ/ 212009
TANGGAL : 73 DESEMBER 2008

DAFTAR IZIN USAHA DI BIDANG KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA YANG MENJADH
KEWENANCAN PEMERINTAH DAL AM HANGKA PENANANAN MODAL

. ND. | JENIS USAHA | DASAR HUKUM

Undang-Unding Nomar 38 Lo

1 Fepanaman Modal eoduk Jasa Tinpan - .
_ ‘ - as T | 200% tenlang Pos

2 2 FenarsEman Mo eolak Fomyeienginrasm Jimmomn
Tatekomundast:

b Pepanaman Modat anlik Ponyelenaggaraan Jasa ©Undang-Uindang Momor 386 Tahen
Tatekomundas CRUE tonfang Telokomuiskas

£ Penaraman Modal wnluk Persiapan Lembaga Pengupan
Parangkat Telekomusias dtes laboratonem)

3 % Perangman Maodal unluk HPenyalinggarian Ponyissan

Ctindang Undang Nomar 32 Labn
AR fenkang Poryzsan
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